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PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS WHISTLEBLOWING
SYSTEM DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara dan
menghambat pembangunan nasional yang menuntut
efisiensi tinggi;

b. bahwa pelaporan dari masyarakat, personel, dan pejabat
di lingkungan Badan Keamanan Laut atas dugaan
terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu
bentuk peran serta dalam pengawasan sehingga perlu
mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Berbasis Whistleblowing System

di Lingkungan Badan Keamanan Laut;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 734, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang
Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-
001/KEPALA/BAKAMLA/V /2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS WHISTLEBLOWING
SYSTEM DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut
Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden melalui menteri yang
mengoordinasikan.

Kepala Bakamla yang selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan
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10.

Bakamla.

Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas
melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla.
Inspektur adalah pejabat struktural setingkat eselon II
yang memimpin Inspektorat.

Personel Bakamla yang selanjutnya disebut Personel
adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.

Pegawai Tetap adalah calon pegawai negeri sipil dan
pegawai negeri sipil yang diangkat atau diberhentikan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai
negeri sipil instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla
berdasarkan Keputusan Kepala Badan diangkat dalam
suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh
pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla.

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara
tanpa hak melawan hukum dengan  tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Whistleblowing System adalah sistem penanganan
pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan
bagi masyarakat, Personel, dan pejabat di lingkungan
Bakamla untuk melaporkan adanya dugaan Tindak
Pidana Korupsi yang kerahasiaan identitas Whistleblower
dijamin serta diberikan perlindungan oleh Kepala Badan.
Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan
perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi
di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait
lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai

atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
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11.  Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat
UPP adalah unit khusus di bawah kendali Inspektorat,
yang bertugas melakukan penanganan pengaduan

berbasis Whistleblowing System.

Pasal 2
(1) Pedoman Penanganan Pengaduan Berbasis
Whistleblowing System digunakan sebagai acuan bagi
masyarakat, Personel, dan pejabat di lingkungan
Bakamla.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan Dbagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3
Penanganan Pengaduan Berbasis Whistleblowing System di
Lingkungan Bakamla dilakukan untuk meningkatkan
pencegahan dan pemberantasan korupsi, mendorong
pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang,
dan memberikan pelindungan kepada Whistleblower dalam

pemberantasan korupsi.

Pasal 4

(1) Penanganan terhadap pengaduan berbasis
Whistleblowing  System di  lingkungan  Bakamla
dilaksanakan oleh UPP yang berada dibawah kendali
Inspektorat.

(2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan.

(3) Ketentuan mengenai susunan, tugas, dan wewenang UPP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Kepala Badan.

Pasal 5
Dalam menyampaikan pengaduan, setiap Whistleblower
memberikan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti

pendukung.



